SALINAN

NOMOR 26/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

g,

WALIKOTA MALANG,

bahwa Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan
otonomi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah;

bahwa  pembentukan  Unit Pelaksana  Teknis
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan Unit
Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keschatan Olahraga
telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur
dan tidak direkomendasikan membentuk Unit

Pelaksana Teknis;

bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam
rangka pelayanan  Pertolongan Pertama  pada
Kecelakaan dan Pelayanan Keschatan Olahraga, maka
perlu memasukan tugas dan fungsi pelayanan
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan Pelayanan

Kesehatan Olahraga ke dalam Dinas Keschatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

[Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keschalan,



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,
Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 {entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tenlang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat I Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Malang (Lembaran Negara Recpublik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis



Menetapkan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451); dan

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Malang

Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 26
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, BSUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesechatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016
Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan
program dan kegiatan di bidang pembinaan dan
pengendalian serta pemantauan pelayanan
keschatan primer, tradisional, rujukan dan
fasilitas kesehatan serta akreditasi pelayanan
kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan

Kesehatan menyvelenggarakan fungsi:



perumusan  kebijjakan  teknis  bidang
pelayanan kesehatan;

penyiapan bahan pembinaan dan
pemantauan pelayanan keschatan primer,
tradisional dan rujukan;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi
kegiatan pelayanan kesehatan primer,
tradisional dan rujukan;

pemrosesan penerbitan perizinan
operasional fasilitas kesehatan;

pendataan, pencatatan  (registrasi) dan
penilaian (akreditasi) bagi rumah sakit milik
Dacrah, pusat kesehatan masyarakat dan
institusi pelayvanan kesehatan lain
termasuk swasta;

pemantauan peningkatan dan
pengembangan mutu  pelayanan rumah
sakit, pusat kesehatan masvarakat dan
institusi  pelayvanan kesehatan  lain
termasuk swasta;

penyiapan bahan penetapan taril pelayanan
kesehatan;

penyiapan bahan kesiapsiagaan
pertolongan pertama pada kecelakaan;
penyiapan bahan kerjasama dalam negeri
bidang pelayanan keschatan;

penyiapan bahan pengendalian kegiatan
bidang pelayanan kesehatan  primer,
tradisional dan rujukan; dan

penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan pelavanan

kesehatan primer, tradisional dan rujukan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

mempunyai tugas:



merencanakan program Bidang Pelayanan
Kesehatan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

menyvusun dan merumuskan kebijakan
teknis sesual ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan bidang tugasnya
sebagai bahan arahan operasional program
dan kegiatan;

membagi tugas kepada Bawahan sesual
dengan bidang tugasnya dalam rangka
pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan
kesehatan primer, tradisional dan rujukan;
melaksanakan koordinasi dengan
Sekretariat dan  seluruh  Bidang  di
lingkungan Dinas Kesehatan  untuk
mendapatkan masukan, informasi serta
untuk mengevaluasi permasalahan agar
diperoleh hasil kerja yang optimal,
mengatur  pelaksanaan tugas Bawahan
sesuai bidang tugasnya dalam rangka
penyiapan bahan penyusunan petunjuk
teknis  pelayanan  kesehatan  primer,
tradisional dan rujukan;

mengatur pelaksanaan tugas Bawahan
sesuai bidang tugasnya dalam rangka
penyiapan bahan konsultasi, koordinasi
dan kerja sama dengan @ instansi
terkait/lintas  sektor dalam  kegiatan
pelayanan kesehatan primer, tradisional
dan rujukan guna kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

mengatur  pelaksanaan tugas DBawahan
sesuai  bidang tugasnya dalam rangka

penyiapan bahan pembinaan dan



I

pemantauan pelayanan kesehatan primer,
tradisional dan rujukan;

mengatur pelaksanaan tugas Bawahan
sesuai bidang tugasnya dalam rangka
penyiapan bahan koordinasi dan [asilitasi
kegiatan pelayanan Kkesehatan primer,
tradisional dan rujukan;

mengatur pelaksanaan tugas Bawahan
sesuai bidang tugasnya dalam rangka
pemrosesan penerbitan perizinan
operasional fasilitas keschatan;

mengatur pelaksanaan tugas Bawahan
sesuai bidang tugasnya dalam rangka
pendataan, pencatatan (registrasi] dan
penilaian (akreditasi) bagi rumah sakit milik
Daerah, pusat kesehatan masyarakat dan
institusi  pelayanan  kesehatan  lain
termasuk swasta;

mengatur  pelaksanaan tugas Bawahan
sesual bidang tugasnva dalam rangka
pemantauan peningkatan dan
pengembangan mulu pelayanan rumah
sakit, pusat kesehatan masyarakat dan
institusi  pelayanan kesehatan  lain
termasuk swasla;

mengatur  pelaksanaan tugas Bawahan
sesuai  bidang tugasnya dalam rangka
penyiapan bahan penetapan taril pelayanan
keschatan;

mengatur pelaksanaan tugas Bawahan
sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kesiapsiagaan pertolongan pertama pada
kecelakaan;

mengatur pelaksanaan tugas Bawahan
sesuai  bidang tugasnya dalam rangka
penyiapan bahan kerjasama dalam negeri

bidang pelayanan kesehatan;



0. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan
sesuai bidang tugasnva dalam rangka
penviapan bahan pengendalian kegiatan
bidang pelayanan Lkesehatan primer,
tradisional dan rujukan;

p. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan
sesual bidang tugasnya dalam rangka
penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan
kesehatan primer, tradisional dan rujukan;

g. menyampailkan saran dan pertimbangan
kepada Atasan sesuai bidang tugasnya
sebagal bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

r. memonitoring dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang
tugasnya guna pencapaian program dan
kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;

s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Atasan secsuai bidang tugasnya sebagai
dasar pengambilan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan
penyusunan bahan dalam rangka penyusunan
petunjuk teknis, pemantauan dan

pengembangan pelayanan kesehatan primer,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer mempunyal tugas:



merencanakan kegiatan dan anggaran
Seksi  Pelayanan Kesehatan Primer
berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan sumber data
varg tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis pelayanan kesehatan primer;
memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan penyusunan bahan pembinaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan keschatan primer;
memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan penyusunan bahan guna penyusunan
petunjuk teknis, prosedur tetap pelayanan
kesehatan di pusat kesehatan masyarakatf,
pelayanan kesehatan klinik swasta dan
laboratorium klinik;

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesual bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan pengolahan data sebagai bahan
analisis, kajian dan  pengembangan
pelayanan keschatan primer;

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan pengolahan data sebagai bahan

penetapan tarif pelayanan kesehatan;



a

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesual bidang tugas
jabatannya dalam rangka pelayanan
pertolongan pertama pada kecelakaan;
memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuail bidang tugas
jabatannva dalam rangka pelayanan
kelancaran komunikasi dan informasi
kegawatdaruratan;

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas

jabatannya dalam rangka pelayanan

penggunaan ambulance kepada
masvarakat,
memberi petunjuk kepada

Pelaksana/Bawahan sesual bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengelolaan,
pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan
pertolongan pertama pada kecclakaan;
memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan secsuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka identilikasi
permasalahan dan hambatan guna
penanggulangan upaya peningkatan
fasilitas pelayanan kesehatan primer;
memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengelolaan
sistem informasi kesehatan;

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan penyusunan bahan kerjasama dalam
negeri bidang pelayanan keschatan;
memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesual bidang tugas

jabatannya dalam rangka pengumpulan



0.

dan penyusunan bahan koordinasi lintas
sektor, lintas program dan instansi terkait
lain di bidang pelayanan keschatan primer;
memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan  penyusunan bahan  pendataan,
pencatatan (registrasi), dan akreditasi bagi
pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas
pelayanan kesehatan lain termasuk swasta;
memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan pengolahan data sebagai Dbahan
pemberian  pertimbangan  teknis  izin
fasilitas pelavanan kesehatan tertentu yang
diberikan oleh pemerintah dan pemerintah
provinsi;

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesual bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan pengolahan data scbagai bahan
pemberian 1zin opersional fasilitas
pelayanan keschatan, melipuu pusat
kesehatan masyarakat, laboratorium
pratama, klinik, apotek, dan optik;
memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan penyusunan bahan koordinasi lintas
sektor, lintas program dan instansi terkait
lain di  bidang registrasi, perizinan,
akreditasi [asilitas pelayanan kesehatan
primer;

memberi petunjuk kepada

Pelaksana/Bawahan sesuai bidang Lugas



Y.

V.

jabatannya dalam rangka kesiapsiagaan
pertolongan pertama pada kecelakaan;
memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan penyusunan bahan guna penapisan
Ilmu Pengetahunan dan Teknoeologi (IPTEK)
di bidang pelayanan kesehatan;
mendistribusikan tugas kepada
Pelaksana/Bawahan sesual bidang tugas
jabatannya guna kelancaran pelaksanaan
tugas scksi;

membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai
bidang tugas jabatannya guna pencapaian
kinerja jabatannya;

memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan
sesuai bidang tugas jabatannya sebagai
bahan evaluasi;

mengevaluasi pelaksanaan tugas
Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja
yang diperjanjikan dalam rangka penilaian
kinerja;

menyampaikan saran dan pertimbangan
kepada Atasan sebagai bahan masukan
ouna kelancaran pelaksanaan tugas;
melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai
dasar pengambilan kebijakan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Atasan sesual dengan tugas

jabatannya.

3. Kelentuan Pasal 24 diubah, schingga Pasal 24

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Keschatan Kerja

dan Olahraga mempunyai tugas melakukan



pengumpulan dan penyusunan bahan dalam
rangka penyusunan petunjuk teknis dan
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
keschatan lingkungan, keschatan kerja dan

olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga mempunyail tugas:

a. merencanakan kegiatan dan anggaran
Seksi Keschatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dan
sumber data yang tersedia scbagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis  bidang kesehatan lingkungan,
keschatan kerja dan olahraga;

¢.  memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesual bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan penvusunan bahan  pembinaan,
pemantauan dan evaluasi bina kesehatan
kerja dan olahraga;

d. memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Pejabat  Fungsional/bawahan
sesuai bidang tugas jabatannya dalam
rangka pelayvanan pemeriksaan kebugaran
jasmani masyarakat baik di dalam maupun
di luar gedung;

e. memberi petunjuk kepacla
Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan

sesuai bidang tugas jabatannya dalam



o

rangka pelayanan rujukan keschatan
olahraga;

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Pejabat  Fungsional/bawahan
sesuai bidang tugas jabatannya dalam
rangka pelavanan latihan fisik dan olahraga
bagi masyarakat;

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan
sesual bidang tugas jabatannya dalam
rangka pelayanan  bimbingan  teknis
kesehatan olahraga, serta pemberdayaan
masyarakat untuk melaksanakan aktivitas
fisik, latihan fisik dan/atau olahraga dalam
kehidupan sehari-hari;

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Pejabat  [Fungsional/bawahan
sesual bidang tugas jabatannya dalam
rangka fasilitasi penelitian dan
pengembangan di  bidang keschatan
olahraga;

memberi petunjuk kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya dalam rangka pengumpulan
dan penyusunan bahan koordinasi lintas
sektor, lintas pregram dan instansi terkait
lain di bidang kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;
mendistribusikan tugas kepada
Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
jabatannya guna kelancaran pelaksanaan
tugas seksi;

membimbing Pelaksana/Bawahan sesuail
bidang tugas jabatannya guna pencapaian

kinerja jabatannya;



l.  memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan
sesual bidang tugas jabatannya secbagai
bahan evaluasi;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas
Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja
vang diperjanjikan dalam rangka penilaian
kinerja;

n. menvampailkan saran dan pertimbangan
kepada Atasan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

0. melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Atasan sesual bidang tugasnya sebagai
dasar pengambilan kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yvang
diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas

jabatannya.
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar secliap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Walikota 1 dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

WALIKOTA MALANG,
ttd.
SUTIAJI

Diundangkan di Malang _ lipan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 4 Pebruari 2019 ALA BAGIAN HLI{UNI,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd. TABRANI, SH, M.Hu
1 Pefbina Tk. 1
WASTO NIR{ 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 26



